BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Kepastian hukum terhadap objek jaminan Hak Tanggungan dalam Putusan
Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn telah terpenuhi secara formal, dibuktikan
dengan keabsahan akad murabahah berdasarkan KHES, KUHPerdata,
Fatwa DSN-MUI, dan Undang-Undang Perbankan Syariah, serta
pengikatan Hak Tanggungan yang sah demi menjamin hak preferen
kreditur. Namun secara material, kepastian hukum tersebut belum
sempurna karena adanya tindakan tafrith oleh debitur berupa pengerukan
tanah tanpa izin, yang berdampak pada potensi penurunan nilai ekonomis
jaminan pada saat eksekusi dilakukan, sehingga kreditur berisiko
menanggung selisih nilai sebagai piutang konkuren yang tidak lagi
mendapat perlindungan hak preferen.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor
1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn telah sistematis karena memenuhi aspek
kewenangan absolut peradilan agama, keabsahan akad murabahah,
pembuktian wanprestasi, dan kekuatan eksekutorial Hak Tanggungan.
Fakta dari sidang Pemeriksaan Setempat mengenai perubahan fisik objek
jaminan tepat dijadikan bagian dari ratio decidendi, dan meskipun putusan
dijatuhkan secara verstek, landasan hukumnya tetap kuat karena proses
pemanggilan Tergugat telah sah dan didukung bukti yang cukup.

Kelemahan putusan ini terletak pada belum diaturnya secara eksplisit
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tanggung jawab debitur atas penurunan nilai ekonomis objek jaminan yang
ditimbulkannya, sebuah celah yang bersumber dari kekosongan norma
dalam Undang-Undang Hak Tanggungan itu sendiri, bukan dari kekeliruan
penalaran hakim.

B. Saran

1. Lembaga perbankan syariah perlu meningkatkan pengawasan berkala
terhadap kondisi fisik objek jaminan selama masa pembiayaan
berlangsung, serta memperkuat klausul larangan perubahan kondisi objek
jaminan dalam akad dan APHT. Pembentuk regulasi perlu
mempertimbangkan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan agar secara eksplisit mengatur tanggung
jawab debitur atas penurunan nilai objek jaminan yang disebabkan oleh
perbuatannya sendiri, guna menutup kekosongan norma yang terlihat
dalam perkara ini.

2. Pengadilan Agama diharapkan tetap mengoptimalkan pelaksanaan
descente dalam sengketa pembiayaan syariah beragunan tanah, mengingat
descente terbukti menjadi satu-satunya cara mengungkap perubahan
kondisi fisik objek jaminan yang tidak akan terlihat dari dokumen akad
semata. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian dengan
membandingkan putusan-putusan serupa di Pengadilan Agama lain, agar
diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana
peradilan agama di berbagai wilayah merespons persoalan penurunan nilai

jaminan akibat perbuatan debitur.
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